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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a.

NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kepastian berusaha,
meningkatkan  nilai tambah  Ekspor  Produk
Pertambangan, dan mendukung efektivitas
pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian melalui sistem pelayanan
perizinan secara elektronik, perlu penyempurnaan
ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian;

bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan
dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib
meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral
dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pemanfaatan mineral,

bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk
raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa
nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00, sesuai dengan
Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



Mengingat
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Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,
rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar
<1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar
negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal
31 Desember 2019;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢, perlu mengatur
kembali ekspor raw material atau ore dengan kriteria
tertentu  berupa nikel dengan Pos Tarif/HS
2604.00.00;

bahwa  ketentuan  mengenai Ekspor  Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang  Pelaksanaan = Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6186);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014
tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran
Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
176);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
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Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
984);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak
terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan
yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah
diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam,
mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai
dengan batasan minimum pengolahan dan/atau
pemurnian.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Persetuyjuan Ekspor adalah persetujuan yang
digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian.

[zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin
usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP
eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi

produksi.



10.

135

2 =

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi
adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan
tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin
usaha pertambangan khusus.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus
pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya
disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha
yang diberikan untuk membeli, mengangkut,
mengolah, dan memurnikan termasuk menjual
komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil
olahannya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya
disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang
diberikan kepada perusahaan untuk membeli,
mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral
atau Batubara.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan
IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian
dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk
Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore
dengan Kkriteria tertentu yang dilakukan oleh surveyor.
Surveyor adalah perusahaan survey atau Badan
Layanan Umum yang mendapat otorisasi untuk
melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian
dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material

atau ore dengan Kkriteria tertentu.
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Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat
BLU adalah instansi di lingkungan pemeritah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang
memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian
data dan informasi secara tunggal (single submission of
data and information), pemrosesan data dan informasi
secara tunggal dan sinkron (single and synchronous
processing of data and information), dan pembuatan
keputusan secara tunggal untuk pemberian izin
kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-
making for custom release and clearance of cargoes).
Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan
integrasi  informasi  berkaitan dengan = proses
penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran
barang, yang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar
sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem
kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/
kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan
proses penanganan dokumen kepabeanan dan
pengeluaran barang.

Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang
ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia
National Single Window (INSW) ekspor secara penuh.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem

elektronik yang terintegrasi.
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Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintahan non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang
selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang
selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian
serta Produk Pertambangan dalam bentuk raw
material atau ore dengan kriteria tertentu dibatasi.
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengolahan
dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum

yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.



(4) Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau
ore dengan kriteria tertentu yang dibatasi ekspornya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw
material atau ore dengan kriteria tertentu yang dilarang
ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

(1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan yang memiliki:
a. [UP Operasi Produksi,
b. TUPK Operasi Produksi;
c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

dan/atau pemurnian;
d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan
dan penjualan; atau

e. IUL

(2) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan yang memiliki:
a. IUP Operasi Produksi;
b. IUPK Operasi Produksi;
c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

dan/atau pemurnian; atau
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d. IUI, hanya untuk Ekspor lumpur anoda (anode
slime).

(3) Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw
material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya
dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP
Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi
bauksit.

Pasal 5
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw
material atau ore dengan kriteria tertentu berupa Bauksit
dengan Pos Tarif/HS ex 2606.00.00 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat

diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Pasal 6

(1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan
oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) setelah dilakukan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis.

(2) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian berupa Tembaga Katoda
dimurnikan dengan kadar 2 99,9% Cu dengan
Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berasal
dari kawasan berikat, dikecualikan dari ketentuan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
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Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan
oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari
Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis.

Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw
material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya
dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat
Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi

persyaratan:

a. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi
Produksi, ITUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian, melampirkan
scan dokumen asli:

1. NIB;

2. IUP Operasi Produksi, [UPK Operasi Produksi,
atau IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian; dan

3. rekomendasi dari Dirjen Minerba, untuk
pemilik [UP Operasi Produksi, [UPK Operasi
Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus

untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
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b.  Bagi pemilik IUI melampirkan scan dokumen asli:
1. NIB;
2. IUL
3. rekomendasi dari Dirjen Minerba atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
4. kartu kendali realisasi Ekspor tahun
sebelumnya dengan format sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran V  yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, untuk pemilik 1UI
yang telah melaksanakan Ekspor tahun
sebelumnya.
Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemilik IUP Operasi
Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit
harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan
scan dokumen asli:
a. NIB;
b. IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi
Produksi bauksit; dan
c. rekomendasi dari Dirjen Minerba.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau
keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian
barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dan Produk Pertambangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang

akan diekspor.
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Pasal 8
Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4),
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui
laman http:/ /inatrade. kemendag.go.id dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan
Hak Akses.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan
Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan
Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan
cap dan tanda tangan basah (paperless) serta
mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak
secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan
tidak dapat diproses lebih lanjut.
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku
Rekomendasi dari Dirjen Minerba.
Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk Lumpur Anoda (anode slime) dengan
Pos Tarif/HS ex 2620.29.00 dan ex 7112.99.90
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, berlaku sesuai dengan masa berlaku
rekomendasi dari Dirjen Minerba atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau
berlaku paling lama tanggal 31 Desember tahun

berjalan.
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Pasal 9
Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan
sistem elektronik melalui laman
http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan
permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan

secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(I) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
ayat (3), dan ayat (4), perusahaan harus mengajukan
permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis
kepada Surveyor.

(2) Verifikasi  atau Penelusuran  Teknis Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk
memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian yang akan diekspor telah sesuai
dengan batasan minimum pengolahan dan/atau
pemurnian.

(3) Verifikasi atau  Penelusuran  Teknis Produk
Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore
dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk
memastikan bauksit yang diekspor oleh perusahaan
pemilik IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK
Operasi Produksi bauksit merupakan bauksit yang
telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan
kadar Al2O3 = 42% (lebih dari atau sama dengan empat

puluh dua persen).
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Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
sebelum muat barang sampai dengan selesainya
pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (loading)
dan/atau ke dalam peti kemas (stuffing).

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh
Surveyor.

Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Menteri.

Menteri memberikan mandat kepada Direktur
Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi

atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang merupakan
perusahaan survey harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. memiliki NIB;

b. memiliki Surat Izin Usaha di bidang Jasa Survey;

c. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh
Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang
lingkup yang relevan;

d. berpengalaman sebagai Surveyor yang
melakukan verifikasi atau penelusuran teknis
terhadap Produk Pertambangan paling sedikit S
(lima) tahun;

e. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor
cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;

1, memiliki sistem teknologi informasi yang khusus
diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup

penugasan;
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(3)
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g. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai
verifikator teknis (draften, verifikator
administrasi, pengambil contoh (samplerj, penguji
contoh (analyst) laboratorium, dan geologis;

h. memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium
sendiri dengan peralatan lengkap dan dapat
bekerja sama dengan laboratorium lain, yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
sesuai dengan lingkup produk pertambangan;
dan

1 mempunyai rekam jejak (track record) yang baik
dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis di bidang Ekspor.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi

atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang merupakan

BLU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki penetapan sebagai BLU; dan

b. memiliki rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi
atau Penelusuran Teknis, Surveyor yang merupakan
perusahaan survey sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
dokumen:

a. fotokopi NIB;

b. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey;

c. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga
inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai
dengan ruang lingkup yang relevan;

d. surat pernyataan yang memuat pengalaman
sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling
sedikit S5 (lima) tahun dan jenis Produk
Pertambangan yang sudah pernah diverifikasi,

disertai dengan dokumen pendukung;
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e. surat keterangan mengenai wilayah kerja
perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor
pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi
laboratorium;

f. surat keterangan mengenai jenis Produk
Pertambangan di wilayah kerja;

g. surat keterangan memiliki sistem teknologi
informasi yang khusus diimplementasikan sesuai
dengan ruang lingkup penugasan;

h. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar
Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan
menggunakan bentuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

i. surat keterangan memiliki paling sedikit 3 (tiga)
laboratorium sendiri yang terakreditasi Komite
Akreditasi Nasional (KAN);

J. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai

dengan lingkup Produk Pertambangan dengan
menggunakan bentuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

k. surat pernyataan bermeterai yang memuat rekam
jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

. bukti kerjasama pemanfaatan laboratorium
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, jika
ada kerja sama pemanfaatan laboratorium; dan

m. daftar nama pejabat penandatangan LS, contoh
tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan
menggunakan bentuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi

atau Penelusuran Teknis, Surveyor yang merupakan

BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur

Jenderal dengan melampirkan dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status BLU; dan
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rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran

Teknis, eksportir harus mengajukan permohonan

Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

data dan/atau keterangan mengenai keabsahan
administrasi dan wilayah asal Produk
Pertambangan  Hasil Pengolahan  dan/atau
Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam
bentuk raw material atau ore dengan Kriteria
tertentu yang akan diekspor;

jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan
Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan
Produk Pertambangan dalam bentuk raw material
atau ore dengan kriteria tertentu yang akan
diekspor;

negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;

d. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil

o

Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk
Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore
dengan kriteria tertentu yang akan diekspor,
mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis
kuantitatif;

waktu pengapalan dan pelabuhan muat;

bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi
atau royalti sesuai ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

surat perjanjian kerja sama jual beli;

surat pernyataan telah melakukan kewajiban

pembayaran pajak;
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rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran
produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir
bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi;

rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran
produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir
bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi yang bekerjasama; dan

surat perjanjian kerjasama jual beli Produk
Pertambangan  Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian antara IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan atau IUI
dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi
Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan pemurnian.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap data

dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan untuk:

a.

dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk
Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi,
IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi
khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP
Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan
dan penjualan, dan/atau IUI;

dokumen yang memuat kesesuaian antara I[UP
Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP
Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk
pengangkutan dan penjualan dan/atau IUI dengan
wilayah asal Produk Pertambangan; dan

Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam
daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi
pemilik IUP Operasi Produksi.

Analisis kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d paling sedikit memuat hasil pengujian

laboratorium mengenai batasan minimum pengolahan

dan/atau pemurnian atau kadar atas Produk

Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore

dengan kriteria tertentu yang akan diekspor.
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Pasal 13
Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk
laporan Surveyor.
Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean
yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan
pabean Ekspor barang kepada kantor pabean.
Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diterbitkan apabila hasil analisis
kuantitatif membuktikan bahwa Produk
Pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan
batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan
Lampiran II atau kadar dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil
Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi
tanggung jawab penuh Surveyor.
Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi
atau Penelusuran Teknis dibebankan kepada
eksportir.
Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis
yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa
yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan

azas manfaat.

Pasal 14
Penerbitan laporan Surveyor oleh Surveyor paling

lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang
dilakukan.
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Laporan Surveyor yang diterbitkan oleh Surveyor
hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali
pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor

Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 15
Surveyor wajib menyampaikan laporan Surveyor yang
telah diterbitkannya ke Portal Indonesia National
Single Window (INSW) melalui laman
http:/ /inatrade.kemendag.go.id.
Surveyor yang menerbitkan laporan Surveyor di
Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan laporan
Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 (satu) hari setelah laporan Surveyor
diterbitkan.
Surveyor yang menerbitkan laporan Surveyor pada
pelabuhan selain Pelabuhan Mandatori wajib
menyampaikan laporan  Surveyor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu
setelah diterbitkan.
Surveyor  wajib memastikan bahwa = Produk
Pertambangan yang diekspor sesuai dengan yang
tercantum dalam laporan Surveyor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal Surveyor akan melakukan Verifikasi atau
Penelusuran Teknis di luar wilayah kerja perusahaan
yang telah ditetapkan, Surveyor harus terlebih dahulu
mengajukan  permohonan  tertulis penambahan
wilayah kerja kepada Direktur Jenderal.

Pengajuan permohonan penambahan wilayah kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3).
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Pasal 17
Surveyor dapat melakukan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada waktu
dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam
rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 18
Eksportir wajib menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan Ekspor secara elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id, baik terealisasi maupun
tidak terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19
Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi
atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya secara
elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id
kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 20
(1) Persetujuan Ekspor dapat dibekukan apabila
perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 2 (dua)
kali;

b. dalam penyidikan atas tindak pidana yang
berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan
Ekspor; dan/atau

c. Dirjen Minerba menerbitkan surat pemberhentian
sementara rekomendasi Persetujuan Ekspor.

(2) Persetujuan Ekspor yang telah dibekukan dapat
diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/atau

pengurus/direksi perusahaan:
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telah melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pembekuan;

telah dikeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan oleh penyidik;

telah dikeluarkan surat pencabutan
pemberhentian sementara rekomendasi
Persetujuan Ekspor dari Dirjen Minerba; dan/atau
dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan atau
dibebaskan dari segala tuntutan hukum
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Persetujuan Ekspor dicabut apabila perusahaan

dan/atau pengurus/direksi perusahaan:

d.

mengekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak sesuai
dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4);

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pembekuan;

terbukti menyampaikan informasi atau data yang
tidak benar pada saat pengajuan permohonan
untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor;

terbukti mengubah informasi yang tercantum
dalam dokumen Persetujuan Ekspor;

Dirjen Minerba menerbitkan surat pencabutan
rekomendasi Persetujuan Ekspor;

dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan
dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor;

dan/atau



- 04 =

g. telah mengalami pembekuan Persetujuan Ekspor
produk pertambangan sebanyak 2 (dua) kali dan
memenuhi alasan pembekuan kembali.

(4) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan

Persetujuan Ekspor produk pertambangan pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 21
Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 dikenai
sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi
atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan
Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan/atau sanksi lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku
terhadap:
a. Ekspor Produk Pertambangan yang merupakan:

1. barang contoh uji mineral dalam rangka kerja
sama penelitian dan pengembangan;
barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
barang pameran yang disertai bukti keikutsertaan
pameran;

4. barang pribadi penumpang, barang awak sarana
pengangkut, barang pelintas batas, dan barang
kiriman,;

5. benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan
yang telah melalui proses pengolahan, sehingga
mempunyai nilai dan fungsi seni yang diproduksi
oleh industri kecil atau menengah dengan volume
maksimum sesuai dengan kapasitas produksi
pertahun, yang disertai dengan surat keterangan
dari dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang industri dan/atau perdagangan; dan



b.

(1)

(2)

-925.

6. produk industri yang seluruh bahan bakunya
berasal dari skrap yang didukung dengan surat
keterangan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang industri.

Ekspor produk industri yang seluruh bahan bakunya
berasal dari impor yang dilakukan oleh pemegang
Angka Pengenal Importir Produsen didukung dengan
surat keterangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
industri.
Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori
produk pertambangan berasal dari impor dan tidak
sesual dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir
dan/atau tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh
pemegang Angka Pengenal Importir Produsen didukung
dengan surat Kketerangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
industri.

Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori

produk pertambangan berasal dari impor dan tidak

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir
dan/atau tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh
pemegang Angka Pengenal Importir Umum didukung
oleh dokumen Pemberitahuan Impor Barang yang

diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

Eksportir yang melakukan ekspor barang contoh uji
mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a angka 1 terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal.

Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), eksportir harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan pertimbangan teknis dari instansi

pembina.
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(3) Pertimbangan teknis dari instansi pembina
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat data atau keterangan mengenai jenis, Pos
Tarif/HS, jumlah, dan pelabuhan muat Produk

Pertambangan yang akan diekspor.

Pasal 24

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf b

dan huruf c¢ tidak berlaku terhadap Ekspor Produk

Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 25

(1) Menteri memiliki kewenangan untuk melaksanakan
pengawasan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan mandat
kepada Direktur Jenderal.

(3) Dalam melakukan pengawasan Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
Jenderal dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan
Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan

Pemurnian.

Pasal 26
Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission (Lembaga OSS) telah dapat memproses
penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga
0SS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan

Persetujuan Ekspor.
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Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

(1) Persetujuan Ekspor untuk Produk Pertambangan
dalam bentuk raw material atau ore dengan Kriteria
tertentu  berupa nikel yang telah diterbitkan
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan
Pemurnian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana
Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan
Pemurnian, harus menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan

Menteri ini.

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017
tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

—

SRI HARIYATI



LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN

HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

A. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO.

URAIAN BARANG

POS TARIF/HS

I,

Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk gravel pack
dengan kadar = 98,5% SiO2, roundness 2= 60%,
spherecity 2 70%, kelarutan dalam asam khlorida < 1,3%
mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi
ukuran -30+50 mesh < 12,8%, atau fraksi ukuran -
30+70 mesh = 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh <
8,7%

ex 2506.10.00

Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk pasir cetak
(molding sand) dengan kadar > 90% SiOaz, lolos saringan
30 mesh 2 90%, clay content < 0,20%, kadar air < 1%,

dan roundness = 50%

ex 2506.10.00

Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk resin coated
sand dengan bending strength = 45 kg/m?, lolos saringan
30 mesh 2 90%, kadar air < 0,20%, Loss On Ignition (LOI)

< 2%, dan resin content = 1,20%

ex 2506.10.00

Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk low iron silica

sand dengan kadar > 99,5% SiOz dan < 120 ppm Fez03

ex 2506.10.00

Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk white silica
dengan kadar > 95% SiO2z, natural whiteness > 85% atau
melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C whiteness

> 90%, dan lolos saringan 16 mesh

ex 2506.10.00




API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40
mesh < 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh < 2,5%, fraksi
ukuran -40+70 mesh <
Gravity (ASG) = 3,27

2,0%, dan Apparent Specific

NO. URAIAN BARANG POS TARIF/HS
6. | Kaolin olahan dalam bentuk noodle dengan brightness = | ex 2507.00.00
79%, < 47% SiO32, dan = 36% Al203
7. | Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan brightness =2 | ex 2507.00.00
79%, < 47% 8SiO2, = 36% Al203, dan ukuran butir lolos
saringan 325 mesh > 99%
8. |Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan | ex 2521.00.00
1000 mesh 2 80%
9. |Feldspar olahan dengan kandungan > 10% | ex 2529.10.10
(K20 + Naz0) dan < 1% Fez03
10. |Zirkonium silikat (ZrSi0s) dengan kadar > 63% | ex 2530.90.10
(ZrO2 + HfO2) dso= 1,43+ 0,16 um ex 2615.10.00
ex 2530.90.90
11. | Zirkonium silikat (ZrSi0s) dengan kadar > 62% | ex 2530.90.10
(ZrOz + HfO2) dso =1,1 + 0,2 um ex 2615.10.00
ex 2530.90.90
12. | Zirkonium silikat (ZrSiOs) dengan kadar = 65,5% | ex 2530.90.10
(ZrO2 + HfOg2) lolos saringan 60 mesh = 95% ex 2615.10.00
ex 2530.90.90
13. | Zirkonium silikat (ZrSi04) dengan kadar 2= 64% | ex 2530.90.10
(ZrO2 + HfO2) lolos saringan 325 mesh = 95% ex 2615.10.00
ex 2530.90.90
14. | Zeolit olahan dengan KTK 2= 80 meq/100 gram ex 2530.90.90
ex 3802.90.90
ex 3824.99.99
15. | Proppant dengan kadar > 72% Al203 (Granulated) dengan | ex 2606.00.00




NO. URAIAN BARANG POS TARIF/HS

16. | Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran = 99% | ex 2615.10.00
PO+ Hetw ex 2825.60.00

17. | Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada | ex 2620.99.90
proses pemurnian lanjut lumpur anoda

18. | Telurium dengan kadar = 99% Te ex 2804.50.00

19. | Selenium dengan kadar > 99% Se ex 2804.90.00

20. | Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda | ex 2804.90.00
dengan kadar = 90% Se

21. |Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang
terkandung dalam tanah jarang = 99%, yaitu:
a. Skandium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
b. Itrium dengan kadar =2 99% ex 2805.30.00
c. Lantanum dengan kadar > 99% ex 2805.30.00
d. Serium dengan kadar > 99% ex 2805.30.00
e. Praseodimium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
f. Neodimium dengan kadar 2 99% ex 2805.30.00

Prometium dengan kadar 2 99% ex 2805.30.00

h. Samarium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
1. Europium dengan kadar 2 99% ex 2805.30.00
j. Gadolinium dengan kadar > 99% ex 2805.30.00
k. Terbium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
1. Disprosium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
m. Holmium dengan kadar =2 99% ex 2805.30.00
n. Erbium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
0. Tulium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
p. Iterbium dengan kadar = 99% ex 2805.30.00
q. Lutesium dengan kadar 2 99% ex 2805.30.00

22. | Telurium dioksida dengan kadar = 98% TeO> ex 2811.29.90







